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' BUPATI NIAS SELATAN

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2011
|

i TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN KECAMATAN KABUPATEN NIAS SELATAN
I f

Menimbang :

Mengingat

1

DENGAN RAHM'Af'r TUHAN YANG MAHA ESA
B :
.BUPAIIT NIAS SELATAN,

a. bahwa Perang't Daerah adalah Organisasi atau Lembaga

Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari
‘Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga

- Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan

Daerah;

|

. bahwa berdasa'[kén Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan

Nomor 03 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupat%n Nias Selatan perlu disesuaikan tugas pokok dan
fungsinya; '
i

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias
Selatan tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Nias
Selatan. : .

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ‘pengganti 'Undang-Undang :
Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (

" Lembaran Nega' 3 Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
Undang-Undang [Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonensia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang| Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembar?n Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang | Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

" Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang INomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lem'bar?n Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomqr
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor |12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang | Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah .(Lemb'ar?n Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang | Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah -
(Lembaran Nega'rfa Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lemb"::lr;an Negara Republik Indonesia Nomor 4438); A
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

- Fungsional Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoneﬂiai Nomor 3547);

Peraturan Pemeqintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); -
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negar# Republik Indonesia Nomor 4737); .
Peraturan Pemerintah Nomor -41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daergh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741); ! S
Keputusan Ment?r@i Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011
tentang Pengesghan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan
Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera
Utara; , -
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011
tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan

- Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi
-Sumatera Utara; |
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2011
tentang Anggara|n§ Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias
- Selatan Tahun Ar‘pggaran’ 2011; :
' 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2011
tentang Organis'§$i dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah
- ‘ Kabupaten Nias si‘,elatan; _ _
15. Peraturan Bupati. Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2010 tentang
2 _ Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
: Nias Selatan; |
16. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Ang$éran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Nias Selatan Tahyn Anggaran 2011.

MELUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPA]"I NIAS SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN KECAMATAN KABUPATEN NIAS SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

2. Bupati adalah Bupati Nias Selatan. - :

3. Kecamatan sebagai wilayah kerja‘tamat sebagai perangkat daerah adalah Kecamatan .
di Kabupaten Nias Selatan. | N |

4. Camat adalah Camat di Kabupaterf Nias Selatan. S

" & Satuan Organisasi adalah Sekretariat, Seksi, Subbagian dan Kelompok Jabatan

Fungsional pada Kecamatan. | ‘ '

6. Kepala Satuan Organisasi adalah klepala satuan organisasi pada Kecamatan.

|

|
| - BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, FlerGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

} Pasal 2

(1) Kecamatan merupakan wilayah kqin‘a Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin
oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

(2) Kecamatan mempunyai tugas | elaksanakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Bupati untuk rpenangan'i sebagian urusan otonomi daerah dan
menyelenggarakan tugas umum meerintahan. ' '

(3) Dalam menyelenggarakan tugas Kecamatan mempunyai fungsi:

a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
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. mengkoordinasikan upaya penyglenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;;
mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan,
. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;

. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan, :
membina penyelenggaraan Pemerintahan Besa dan atau Kelurahan;

. melaksanakan pelayanan masy1arakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan
atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

> uwuroanoC

' Pasal 3
(1) Susunarn erganisasi Kecamatan terdiri daris

a. camat;

b. sekretariat terdiri dari:
1. subbagian Umum,

2. subbagian Program.
3. subbagian Keuangan:
seksi Pemerintahan;
seksn Pemberdayaan Masyarak?t Desa;

seksn Ketentraman dan Keterti Ia_n; _
seksi Kesejahteraan Sosial;
. kelompok Jabatan Fungsmnal

(2) Sekretanat dipimpin oleh sekretans yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Camat. l '

(3) Setiap seksi dipimpin oleh kepal# yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Camat melalui Sekretaris.

(4) Setiap subbagian dipimpin oleh kePaIa yang berada di bawah dan bertanggung ]awab
kepada Sekretaris.

(5) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga
fungsional yang ditunjuk dan beraq‘a di bawah serta bertanggung jawab kepada Camat
melalui Sekretaris. = .

| |
BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Semean

gian Kesatu
Sekretarls

Pasal 4

Sekretaris mempunyai tugas menyelqnggarakan urusan umum, kepegawaian, program,

keuangan, perencanaan, evaluasi, _d?n mengkoordmaS|kan pelaksanaan tugas satuan
organisasi.

|
|

|

] Pasal 5

Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyal fungsi:
a. menyusun rencana kerja Sekretariat;
b. merumuskan kebijakan teknis keselh'etanatan,
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menyelenggarakan urusan umum;

menyelenggarakan urusan program;

menyelenggarakan urusan kepegawalan;

menyelenggarakan urusan keuangqn,

menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi;

mengkoordinasikan penyelenggara?n tugas satuan organisasi;

mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat;
melaksanakan tugas-tugas lain yan'gidiberikan oleh Camat.

!
| Pasal 6
! _

Subbagian Umum mempunyai tugas m'enyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

. Pasal 7

Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas mempunyat fungsi:
a. menyiapkan bahan perumusan kebpakan teknis urusan umum;

~ b. menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi,

informasi, perlengkapan, dan rumah tangga;

¢. menyusun bahan rencana kebutuhgn pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan,
hak dan kewajiban pegawai; pembip'aan pegawai serta tata usaha kepegawaian;

d. mengevaluasi dan menyusun Iaporyn pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum;

"e. melaksanakan tugas-tugas lain yang dlbenkan oleh Sekretaris Kecamatan.

l Pasal 8

Subbagian Program mempunyai tugas yang berhubungaan dengan penyusunan rencana
program, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

' Pasal 9

" Subbagian program dalam melaksanaldan tugas mempunyai fungsu

a. menghimpun dan menyusun program dan rencana kerja kecamatan;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan program; ‘

c. melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian atas rencana kerja tahunan, kebuakan
dan program di kecamatan;

d. menghimpun dan menyusun dan LAKIP Kecamatan;

e. melakukan koordinasi dalam pros?s perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi
dan pelaporan subbagian program;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yarjg diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

i Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyan tugas menyelenggarakan urusan keuangan,'
perencanaan, dan evaluasi. - ;
i Pasal 11

Subbagian Keuangan dalam melaksanqkan tugas mempunyai fungsi :

a. menyiapkan  bahan perumusan ket?ljakan teknis urusan keuangan; perencanaan, dan
evaluasi;

b. melaksanakan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan
keuangan;

J
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c. mengkoordinasikan penyusunan repcana kerja;

d. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;

e. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan;
~ ~f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan

Baglan Kedua |

KasiiEPemerintahan

| Pasal 12

»

Kasi Pemerintahan mempunyal tugas l\nenyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan dan melaksanakan pqngoordmasnan dan pembmaan penyelenggaraan
pemerintahan. |

i Pasal 13

Kasi Pemerintahan dalam melaksanakz?n tugas mempunyai fungsi :
merumuskan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
merumuskan kebijakan teknis pemerintahan;
mengkoordinasikan kegiatan pemepntahan di tingkat kecamatan,
membina pemerintahan desa; !
menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan pertanahan;
membina kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa;
menyelenggarakan fasilitasi pelayapan pajak bumi dan bangunan;
menyelenggarakan sebagian urus?n otonomi daerah di bidang pemerintahan yang
_ dilimpahkan;
- i. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
j. melaksanakan tugas-tugas lain yan| -diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

I
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Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

|
.i Pasal 14

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyal tugas menyelenggarakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan keerdinasi, pembinaan, dan-
pengembangan perekonomian dan per'pbangunan Desa. '

i ‘Pasal 15

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;

merumuskan kebijakan teknis Pemberdayaan Masyarakat Desa;

mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat; .
rrllengkoordinasikan dan membina| | pengelolaan fingkungan hidup dan sumber daya
alam;

mengkoordinasikan dan menygllenggarakan perencanaan dan pengendahan
pembangunan; -
mengkoordinasikan pemehharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; ,

g. menyelenggarakan fasilitas pelayanpn bantuan perekonomian dan pembangunan;
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h. menyelenggarakan urusan otonomi’ daerah di bidang perekonomian dan pembangunan

yang dilimpahkan; ]

i. mengevaluasi dan menyusun laponi'a'n pélaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan

Masyarakat Desa; ;

j. melaksanakan tugas-tugas lain yan'pdiberilen oleh Sekretaris Kecamatan.

Bqégian Keempat
Kasi F,elay?anan Umum

| Pasal 16

Kasi Pelayanan Umum mempuriyai tq’gas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan
yang dilimpahkan dan melaksanakan Qe_nyelenggaraan pelayanan umum. -

| Ppasal17

Kasi Pelayanan Umum dalam melaksarllakan tugas mempunyai fungsi :
menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Umum;
merumuskan kebijakan teknis pelayanan umum;
menyelenggarakan dan membina pelayanan umum; I
menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan
atau yang belum dapat dilaksana‘kqn pemerintahan desa; :
menyelenggarakan urusan otonomi daerah di bidang pelayanan umum yang
dilimpahkan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi
Pelayanan Umum; o
f. melaksanakan tugas-tugas lain yanb diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

|
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. Bagian Kelima’
Kasi Ketentraman dan Ketertiban
T
; Pasal 18
Kasi Ketentraman dan Ketertiban mlpmpunyai‘ tugas menyelenggarakan kewehangan'
pemerintahan yang dilimpahkan dan  melaksanakan koordinasi dan pembinaan
penyelenggaraan ketentraman dan ke | rtiban. ’ '

i Pasal 19

Kasi Ketentraman dan Ketertiban dalar!n:melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

merumuskan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban;
mengkoordinasikan dan membina ketentraman dan ketertiban; ’ ’
mengkoordinasikan dan menyelenggarakan ' penegakan peraturan perundang-

apoo

undangan; -, .
mengkoordinasikan dan membina Kesatuan bangsa;
mengkoordinasikan dan membina qe‘rlindungan masyarakat; .
gieengkoordinasikan dan menye_lenggarakan penanggulangan dan penanganan

ncana; ' . ‘
menyelenggarakan urusan otonomi daerah di bidang ketentraman dan ketertiban yang
dilimpahkan; : .

i
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|
i. mengevaluasi dan menyusun Iapqran pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketentraman
dan Ketertiban;
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

e 7

B gian Keenam
- Kasi Kgse;ahteraan Sosial

’ Pasal 20

Kasi - Kesejahteraan . Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan
~ pemerintahan yang dilimpahkan q.lan melaksanakan koordinasi, pembmaan, dan
pengembangan kesejahteraan sosial masyarakat.

" Pasal 21

- Kasi Kesejahteraan Sosial dalam melak nakan tugas mempunyai fungsn
menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;

merumuskan kebijakan teknis kese1|ahteraan masyarakat;
mengkoordinaisikan pengembangap pendidikan non formal dan informal;
mengkoordinasikan dan membina seni dan budaya;

mengkoordinasikan dan membina azsehatan dan keluarga berencana;
mengkoordinasikan dan membina pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
mengkoordinasikan pelayanan sosial dan keagamaan;

mengkoordinasikan penanggulangan kemiskinan;

mengkoordinasikan perluasan kesempatan kerja dan pelatihan tenaga kerja;
mengkoordinasi dan membina kepf{mudaan dan keolahragaan;

menyelenggarakan fasilitas pelayanan bantuan sosial;
menyelenggarakan urusan otonoml daerah di bldang kesejahteraan masyarakat yang
dilimpahkan;

. mengevaluasi dan menyusun IaponFn .pelaksanaan rencana kerja Seksi Kesejahteraan
Sosial; :
melaksanakan tugas-tugas Iain yanp .diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

TRT IO AN oW
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agian Ketujuh
Kelom kJabatan Fungsmnal

) o Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsmnal mempunyan tugas melaksanakan sebaglan tugas
Kecamatan sesuai dengan keahlian, ,

(2) Jenis dan jumilah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA

t
|
|
|

: Pasal 23

1 Kecamatan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai

hubungan kerja. ;
- !
|




4]

i
|

(2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, smkromsasi,l dan simplifikasi baik di lingkungan masmg-masmg
maupun antar SKPD.

I
|
. Pasal 24 |

(1) Camat dalam melaksanakart ttigas-ibérdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.

(2) Camat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala
melalui Sekretaris Daerah. ' '

Pasal 25

(1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan

yang ditetapkan Camat. '

(2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas kepada Camat secara berkala melalui Sekretaris.

" Pasal 26

(1) Sekretaris rengkasrdinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.

(2) Sekretaris dalam 1mengkoordinas§'k‘an pelaksanaan. tugas setiap satuan organisasi
berdasarkan arahan Camat, dan w?jib menyampaikan [aporan secara berkala.

@ Pasal 27 :

(1) Setiap kepals satuan 6r§§ﬁl§&$I bertiigas memimpin, mengoordinasikan, dan
memberikan bimbingan serta- petur\uuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; '

(2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan
mengambil langkah yang dlperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku |

Pasal 28

(1) Setlap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan
organisasi atau staf bawahannya. | -

(2) Setiap bawahan dapat membenltan saran dan pertimbangan kepada atasannya

mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.
l
|

(1) Setiap kepald satuar organisasi| wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta
bertanggung jawab kepada atasan| masing-masing dan menyampaikan laporan berkala
tepat pada waktunya. -

(2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan
dipergunakan sebagai bahan Iaporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.

(3) Setiap laporan yang disampaikan .kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan
kepada satuan organisasi lain yang| secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
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| BABV
KEPEGAWAIAN
-

I‘ Pasal 30

Susunan kepegawaian, jenjang kepanékatan, dan jabatan di lingkungan Kecamatan diatur

- sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

| BABVI
KETENTUAN PENUTUP

. Pasal 31

Pada saat Peraturan BUpati ini mulai bfaﬂaku, Peraturan Bupati Nias Selatan yang setingkat
tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

, Pasal 32
|

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mefamerintahlen pengundangan Peraturan Bupati Nias
Selatan ini- dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

o | " Ditetapkan di Teluk Dalam
! . pada tanggal 9 Mei 2011

BUPATI NIAS SELATAN,

IDEALISMAN DAGHI



